RUANG LINGKUP DAN OBYEK HUKUM KESEHATAN

Sejarah Hukum Kesehatan

Pada awalnya masyarakat menganggap penyakit sebagai misteri, sehingga tidak ada
seorangpun yang dapat menjelaskan secara benar tentang mengapa suatu penyakit menyerang
seseorang dan tidak menyerang lainnya. Pemahaman yang berkembang selalu dikaitkan
dengan kekuatan yang bersifat supranatural. Penyakit dianggap sebagai hukuman Tuhan atas
orang-orang yang yang melanggar hukumNya atau disebabkan oleh perbuatan roh-roh jahat
yang berperang melawan dewa pelindung manusia. Pengobatannya hanya bisa dilakukan oleh
para pendeta atau pemuka agama melalui do’a atau upacara pengorbanan. Pada masa itu
profesi kedokteran menjadi monopoli kaum pendeta, oleh karena itu mereka merupakan
kelompok yang tertutup, yang mengajarkan ilmu kesehatan hanya di kalangan mereka sendiri
serta merekrtu muridnya dari kalangan atas. Memiliki kewenangan untuk membuat undang-
undang, karena dipercayai sebagai wakil Tuhan untuk membuat undang-undang di muka
bumi.

Undang-undang yang mereka buat memberi ancaman hukuman yang berat, misalnya
hukuman potong tangan bagi seseorang yang melakukan pekerjaan dokter dengan
menggunakan metode yang menyimpang dari buku yang ditulis sebelumnya, sehingga orang
enggan memasuki profesi ini. Di Mesir pada tahun 2000 SM tidak hanya maju di bidang
kedokteran tetapi juga memiliki hukum kesehatan. konsep pelayanan kesehatan sudah mulai
dikembangkan dimana penderita/psien tidak ditarik biaya oleh petugas kesehatan yang
dibiayai oleh masyarakat. peraturan ketat diberlakukan bagi pengobatan yang bersifat
eksperimen. tidak ada hukuman bagi dokter atas kegagalannya selama buku standar diikuti.
profesi kedokteran masih di dominasi kaum kasta pendeta dan bau mistik tetap saja mewarnai
kedokteran. sebenarnya ilmu kedokteran sudah maju di Babylonia (Raja Hammurabi 2200
SM) dimana praktek pembedahan sudah mulai dikembangkan oleh para dokter, dan sudah
diatur tentang sistem imbalan jasa dokter, status pasien, besar bayarannya. (dari sini lah
Hukum Kesehatan berasal, bukan dari Mesir)*

Dalam Kode Hammurabi diatur ketentuan tentang kelalaian dokter beserta daftar
hukumannya, mulai dari hukuman denda sampai hukuman yang mengerikan. Dan pula
ketentuan yang mengharuskan dokter mengganti budak yang mati akibat kelalian dokter
ketika menangani budak tersebut. Salah satu filosof yunani HIPPOCRATES (bapak ilmu
kedokteran modern) telah berhasil menyusun landasan bagi sumpah dokter serta etika
kedokteran, yaitu:?

1. adanya pemikiran untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan praktek
kedokteran yang bersifat coba-coba

2. adanya keharusan dokter untuk berusaha semaksimal mungkin bagi kesembuhan
pasien serta adanya larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikannya.

3. Adanya penghormatan terhadap makhluk insani melalui pelarangan terhadap
euthanasia dan aborsi

! http://terasbahankuliah.blogspot.com/2014/05/hukum-kesehatan.html
? |bid



4. Menekankan hubungan terapetik sebagai hubungan di mana dokter dilarang
mengambil keuntungan.

5. Adanya keharusan memegang teguh rahasia kedokteran bagi setiap dokter.

Abad 20 an telah terjadi perubahan sosial yang sangat besar, pintu pendidikan bagi
profesi kedokteran telah terbuka lebar dan dibuka di mana-mana, kemajuan di bidang
kedokteran menjadi sangat pesat, sehingga perlu dibatasi dan dikendalikan oleh perangkat
hukum untuk mengontrol profesi kedokteran. Hukum dan etika berfungsi sebagai alat untuk
menilai perilaku manusia, obyek hukum lebih menitik beratkan pada perbuatan lahir, sedang
etika batin, tujuan hukum adalah untuk kedamaian lahiriah, etika untuk kesempurnaan
manusia, sanksi hukum bersifat memaksa, etika berupa pengucilan dari masyarakat.

Ilustrasi

» Dalam tahun 1760 sebelum Masehi, Raja hammurabi, yang merupakan
pendiri dynasti Babylonia, menyusun kumpulan undang-undang dan
peraturan yang kemudian disebut Kode Hammurabi.

» Kode ini, telah diterima oleh raja dari dewa matahari, Shamash, yang
memberikan prosedur mengenai hak-hak milik, hak perorangan, dan
hutang-piutang.

* Ini diberikan antara lain untuk mengatur kerusakan yang disebabkan
oleh pengabaian dalam berbagai perdagangan. Sebagai contoh, ini
mengatur mengenai hal berikut :

+ Jika seorang pembangun membangun rumah untuk
seseorang dan tidak membangum&va secara tepat,
kemudian rumah tersebut runtuh dan menewaskan
pemiliknya, maka pembangun harus dihukum mati.
Jika pembuat kapal membuat perahu untuk seseorang
dan tidak membuatnya dengan kuat, jika selama tahun
yang sama perahu tersebut rusak, maka pembuat kapal
harus memperbaikinya dengan biayanya sendiri. Kapal
yang telah diperbaiki tersebut harus diberikan kepada
pemiliknya.

Sumber: https://slideplayer.info/slide/14006902/



Sejarah Hukum Kesehatan di Indonesia

Di Indonesia hukum kesehatan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan
manusia, dia lebih banyak mengatur hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan, dan lebih
spesifik lagi hukum kesehatan mengatur antara pelayanan kesehatan dokter, rumah sakit,
puskesmas, dan tenaga-tenaga kesehatan lain dengan pasien. Karena merupakan hak dasar
yang harus dipenuhi, maka dilakukan pengaturan hukum kesehatan, yang di Indonesia dibuat
suatu aturan tentang hukum tersebut, yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23
Tahun 1992 tentang Hukum Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hukum kesehatan di Indonesia diharapkan lebih
lentur (fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang
kedokteran.®

Salah satu tujuan dari hukum, peraturan, deklarasi ataupun kode etik kesehatan adalah
untuk melindungi kepentingan pasien disamping mengembangkan kualitas profesi dokter
atau tenaga kesehatan. Keserasian antara kepentingan pasien dan kepentingan tenaga
kesehatan merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan sistem kesehatan.
Oleh karena itu hukum kesehatan yang mengatur pelayanan kesehatan terhadap pasien sangat
erat hubungannya dengan masalah-masalah yang akan timbul diantara hubungan perikatan
antara dokter dan pasien, dan atau kelalaian serta kesalahan yang dilakukan oleh dokter, yang
berakibat hukum entah itu hukum perdata maupun pidana. Hukum kesehatan pada saat ini
dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum kesehatan public (public health law) dan
Hukum Kedokteran (medical law). Hukum kesehatan public lebih menitikberatkan pada
pelayanan kesehatan masyarakat atau mencakup pelayanan kesehatan rumah sakit, sedangkan
untuk hukum kedokteran, lebih memilih atau mengatur tentang pelayanan kesehatan pada
individual atau seorang saja, akan tetapi semua menyangkut tentang pelayanan kesehatan.

Leenen memberikan batasan hukum kesehatan, sebagai : seluruh ketentuan hukum
yang langsung berhubungan dengan bidang pemeliharaaan kesehatan dan ketentuan-
ketentuan dari bidang-bidang hukum lain seperti hukum pidana, perdata dan administrasi
yang dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pemeliharaan kesehatan; di samping itu
pedoman internasional, hukum kebiasaan danjurisprudensi yang ada kaitannya dengan
pemeliharaan kesehatan; juga hukum otonom, ilmu dan literatur, merupakan sumber hukum
kesehatan.*

Dari anggaran dasar PERHUKI (Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia)
dijelaskan, Hukum Kesehatan adalah :

“Semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan
pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik
dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan
kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek
organisasi, sarana, pedoman-pedoman medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum
serta sumber-sumber hukum lainnya.”

¥ https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-6.pdf, him.1
* Leenen, Pelayanan Kesehatan dan Hukum, (dalam) Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran,
Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, him 27



https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-6.pdf

Rumusan Tim Pengkajian Hukum Kesehatan BPHN Depkeh RI menyebutkan:

“Hukum Kesehatan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak
dan kewajiban, baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan
maupun dari individu atau masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut
dalam segala aspeknya yaitu aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan
diperhatikan pula aspek organisasi dan sarana. Pedoman-pedoman medis
internasional, hukum kebiasaan dan hukum otonom di bidang kesehatan, ilmu
pengetahuan dan literatur medis merupakan pula sumber hukum kesehatan.”

Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan langsung pada
pemberian kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan
hukum pidana. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan
langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya.

Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan
masyarakat sebagai penerima pelaksana kesehatan maupun dari pihak penyelenggara dalam
segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan
kesehatan, dan hakim serta sumber-sumber lainnya. Hukum kesehatan terdiri dari banyak
disiplin, diantaranya: hukum kedokteran, hukum keperawatan, hukum farmasi, hukum apotik,
hukum kesehatan masyarakat, hukum perobatan, dan lain-lain. Masing-masing disiplin ini
umumnya telah mempunyai etik profesi yang harus diamalkan anggotanya. Begitu pula
rumah sakit sebagai suatu institusi dalam pelayanan kesehatan juga mempunyai etika yang di
indonesia terhimpun dalam etik rumah sakit indonesia.®

Diilhami oleh peristiwa terjadinya kasus Dr. Setianingrum (seorang dokter Puskesmas
Wedarijaksa, Kabupaten Pati) dengan Ny. Rukmini Kartono sebagai pasiennya sekitar tahun
1981, yakni meninggalnya Ny. Rukmini karena kejutan anfilatik akibat reaksi alergi dari
suntikan streptomisip yang diberikan kepada Ny. Rukmini. Reaksi yang timbul dari peristiwa
tersebut dengan segala ikutannya ternyata membawa dampak positif bagi kalangan
pemegang profesi kedokteran dan profesi hukum. Karena dengan peristiwa tersebut, lahirlah
kemudian suatu disiplin ilmu hukum yang mempelajari hubungan hukum dengan segala
aspek yang berkaitan dengan kesehatan seperti hubungan dokter dan pasien, dokter dan
rumah sakit, pasien dengan tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Disiplin ilmu hukum yang
dimaksud adalah Hukum Kesehatan (health law) atau Hukum Kedokteran (medical law).1)

Jadi, dilihat dari sisi sejarah Hukum Kesehatan sebagai salah satu cabang dari IImu
Hukum yang masih relatif baru berkembang. Ruang lingkup atau cakupan Hukum Kesehatan
ini meliputi bidang hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum
disiplin yang tertuju pada sub sistem kesehatan masyarakat.2)

Yang pasti dengan terjadiya kasus Pati ini, masyarakat Indonesia terbangun dari lelap
tidurnya dan otomatis membawa pergeseran pola hubungan antara dokter dan pasien yang
tadinya bersifat paternalistik dan berdasarkan kepercayaan semata (fiduciary relationship),
kini mengalami erosi3) yakni menuju ke arah hubungan dokter-pasien yang mengikuti
perkembangan masyarakat yang Semakin cerdas dan kritis.

® Husein Kerbala., Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
1967, him. 25.
® https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/03b7efe3b657eb67d4d28815d4e5cabb.pdf



Perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap hukum kesehatan berpuncak yang
bermuara pada diundangkannya sebuah peraturan yang berkaitan dengan kesehatan
masyarakat, yakni tanggal 17 September 1992 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan. Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor
36Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib
menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan,
diperkirakan, dan sebagainya).” Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban
yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga
membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu
pihak tersebut.

Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Menurut Wahyu Sasongko, tanggung
jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang
berlaku dan di sini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab.
Ketika, ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai
pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggar.?

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih
lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun
kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk
melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan
yang telah ada.’ Dengan demikian tanggung jawab hukum diartikan sebagai suatu keadaan
dimana seseorang wajib menanggung segala akibat dari tindakannya yang sudah melanggar
ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Orang yang melanggar
tersebut wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang telah diperbuatnya.

Prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dibedakan sebagai berikut:
a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault).
b. Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (presumption of liability).
c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability).
d. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability).

" Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya, 1997, him. 576.

& Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas
Lampung, Bandar Lampung, 2007, him. 96.

® Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca Sarjana, Medan 2008,
him. 4.



Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata digantungkan pada sifat hubungan
hukum yang melahirkan hak-hak keperdataan. Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat
dimintakan berdasarkan pertanggungjawaban kerugian karena perbuatan melawan hukum
(onrechtsmatigedaad) atau pertanggungjawaban atas kerugian karena wanprestasi.

Pertanggungjawaban atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum menurut Pasal
1365 KUHPdt diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh
seseorang yang karena kesalahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Suatu
perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini, yaitu:
a. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig).

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum
dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:*

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja
(intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa
sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat
akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian
(negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang
berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan
kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun
tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas
kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pertanggungjawaban atas kerugian karena wanprestasi lebih disebabkan adanya
pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi dalam KUHPdt
memiliki arti yaitu suatu keadaaan dimana seseorang (debitur) tidak memenuhi kewajibannya
yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Wanprestasi itu sendiri dapat berupa,
yaitu:

a. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan (Pasal 1239 KUHPdt).
b. Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimanamestinya (Pasal 1248 KUHPdLt).
c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat (Pasal 1243 KUHPdt).

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Pasal 1242 KUHPdt).

1% Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, him.
535.



Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau
sanksi hukum, yakni:**
a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243
KUHPdt).

b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan
perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPdt).

c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi
wanprestasi (Pasal 1237 Ayat 2 KUHPdt).

d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan
disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPdt).

e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan
debitur dinyatakan bersalah.

Pengertian dan Sumber Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan termasuk hukum “lex specialis”, melindungi secara khusus tugas
profesi kesehatan (provider) dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju ke arah
tujuan deklarasi “health for all” dan perlindungan secara khusus terhadap pasien “receiver”
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.*?

Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing
penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, baik sebagai perorangan (pasien) atau
kelompok masyarakat.*®

Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia dalam anggaran dasarnya menyatakan
“Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan
pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik
perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun
dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi; sarana
pedoman medis nasional/internasional, hukum di bidang kedokteran, yurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokteran kesehatan. Yang dimaksud dengan hukum kedokteran ialah
bagian hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis. **

Bentuk hukum tertulis atau undang-undang mengenai hukum kesehatan diatur dalam:

a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 36
Tahun 2009).

b. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU No. 44
Tahun 2009).

1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him. 204.
12 Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, him.16.

13 Soekidjo Notoatmodijo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, him.44.

' Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Rajawali
Pers, Jakarta, 2013, him. 11.



c¢. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU
No. 29 Tahun 2004).

Ruang Lingkup & Obyek Hukum Kesehatan

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka:

6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang
untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Selain Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka masuk dalam pembahasan di
dalam hukum kesehatan adalah Tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur di dalam BAB
IV UU Kesehatan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 14

(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan,
membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan
terjangkau oleh masyarakat.

(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada
pelayanan publik.

Pasal 15

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan
baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang
setinggitingginya.

Pasal 16

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang
adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya.

Pasal 17

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan
fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya.

Pasal 18

Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat
dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Pasal 19

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang
bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Pasal 20

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat
melalui sistem jaminan social nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

(2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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